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                                                  BAB V 

     KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kewenangan Pelaksana Tugas Gubernur sebenarnya terbatas jika melihat 

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 

2016 kewenangan Pelaksana Tugas seolah diperluas, oleh karena itu Pelaksana 

Tugas Gubernur DKI Jakarta dapat melakukan berbagai kebijakan yang 

semestinya bukan kewenangan dari Plt karena adanya Permendagri tersebut. 

 Jadi sebetulnya tindakan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta yang 

melakukan mutasi pegawai dan merubah alokasi anggaran tidak tepat jika melihat 

pada aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 

yang diberi penjelasan lebih lanjut oleh Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 

No. K.26.30/V.20.3/99 tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan 

Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. 

 Dari segi aturan, maka dapat disimpulkan juga bahwa Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum yang 

lebih tinggi yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 

 Namun jika Gubernur yang sedang berhalangan tetap karena cuti kembali 

dari masa cutinya, ia tidak perlu khawatir akan kebijakan dan program yang telah 

dirubah oleh Plt, karena Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di pemerintah 

daerah dengan segala tugas dan kewenangannya dapat merubah kembali semua 

kebijakan jika dirasa perlu. Maka segala yang telah direncanakan oleh Gubernur 

definitif dapat tetap berjalan sesuai perencanaan awal yang ia lakukan. 
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5.2. Saran 

 Sebaiknya dalam masa Pilkada selanjutnya dimana para kepala daerah ikut 

menjadi peserta dan harus menyerahkan kepempinannya di daerah pada Plt dalam 

masa cuti, pemerintah pusat sendiri atau bersama DPR dapat membuat aturan 

yang lebih jelas mengenai kewenangan seorang Plt, agar tidak terjadi 

kebingungan di masyarakat dan para pejabat di pemerintah pusat dan daerah akan 

keabsahan tindakan yang dilakukan seorang Plt. 

 Karena aturan mengenai kewenangan seorang Plt tersebar di berbagai 

peraturan perundang-undangan maka sebaiknya aturan tersebut dijadikan satu 

agar para Pelaksana Tugas Kepala Daerah selanjutnya tidak bingung harus 

mengacu pada landasan hukum yang mana dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

 Selain memperjelas aturan mengenai kewenangan Plt, ada baiknya jika 

para kepala daerah yang ingin ikut kembali dalam pemilihan kepala daerah diberi 

pilihan untuk tidak cuti pada masa kampanye, dengan konsekuensi mereka yang 

tidak cuti tidak diizinkan untuk mengikut kegiatan kampanye agar pemerintahan 

tetap berjalan baik dan program yang telah direncanakan tetap berjalan lancar. 

Karena dengan menjalankan pemerintah dengan baik dan kebutuhan rakyat 

terpenuhi sudah menjadi kampanye terbaik bagi mereka kepala daerah yang 

kembali ikut dalam pemilihan. 
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